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BAB IV 

ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 

116/PID.SUS/2014/PN.KDR TENTANG TINDAK PIDANA 

KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM 

 

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tentang Tindak Pidana Kepemilikan 

Senjata tajam 

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dipandang 

sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma hukum serta aturan yang 

dibuat oleh pemerintah. Untuk menilai suatu perbuatan sebagai bentuk 

tindak pidana sangatlah bergantung pada pandangan dan nilai yang 

terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat juga 

apa yang buruk dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat juga. 

Tindakan kepemilikan senjata tajam ini merupakan suatu tindak 

pidana yang mampu meresahkan ketentraman dalam masyarakat, 

menimbulkan rasa tidak aman  dan dapat menimbulkan kekacauan dalam 

masyarakat, selain itu hal ini juga melanggar peraturan yang di buat oleh 

pemerintah yang dalam hal ini melarang kepemilikan senjata tajam yang 

tanpa izin resmi dari pihak yang berwajib. Tindak pidana seperti ini 

sangat banyak terjadi di masyarakat namun sangat sedikit yang dapat 

dilacak dan pelakunya dihukum atau di adili. Hanya ketegasan dan 
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keseriusan dari aparat penegak hukumlah yang dapat meminimalisir dan 

memberantas kejahatan jenis ini. 

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam menjatuhkan sanksi 

hukum pada putusan terhadap kasus kepemilikan senjata tajam ini, yang 

dilakukan terdakwa Sutris als. Uthis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Kediri terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa 

penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 2 

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah 

“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” apakah sudah tepat 

dan dirasa memberikan efek jera bagi terdakwa. Untuk lebih jelasnya 

pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 berbunyi sebagai 

berikut:
53

 

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 

mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata 

penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), 
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh 

tahun. 

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 

penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang 

nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, 

atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk 

kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-

nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno 

atau barang ajaib (merkwaardigheid). 

                                                           
53

 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke 
Bijzondere Strafbepalingen”, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.   
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Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pada 

pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah: 

1 : Unsur Barang Siapa. 

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja 

sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung 

jawabkan atas perbuatannya secara hukum ; 

2 : Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 

atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan 

sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk 

Bahwa pengertian “tanpa hak“ adalah tidak memiliki alas/dasar 

hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang 

dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan 

suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu 

otoritas/kukuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal 

suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang 

dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan 

dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ; 

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang 

berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau 

melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul 

adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan 

memukulnya kepada korban ; 
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Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa Sutris 

als. Uthis ini, terdapat unsur yang paling dominan yakni Tanpa hak, 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 

dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata 

penikam atau senjata penusuk, maka menurut majelis hakim unsur-unsur 

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum majelis hakim 

Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa, 

hakim mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan 

sebagai berikut:  

Hal-hal yang memberatkan : 

„ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 

Hal-hal yang meringankan : 

„  Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan 

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 

„ Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dangan jujur 

tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya 

persidangan. 

„  Terdakwa belum pernah dihukum 
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Maka majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri memberikan sanksi 

hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara ( 

kurungan ). 

Putusan Pengadilan Negeri Kediri ini dinilai telah memberikan 

suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya 

sehingga menimbulkan efek jera. Hukuman ini dirasa cukup pantas dan 

akan menjadi pelajaran bagi pelaku untuk tidak melakukan perbuatan 

serupa di masa yang akan datang. 

Dan menurut kami yang lebih perlu untuk dihukum tidak hanya 

orang yang menyimpan namun juga orang yang memproduksi dan menjual 

senjata tajam agar dihukum lebih berat, agar kejahatan semacam ini dapat 

diminimalisir karena bila dicegah dengan melarang memeproduksinya 

maka pasti tidak akan ada yang menjual dan menyimpan senjata tajam. 

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan 

Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr  

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III, 

sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 4 (empat) 

bulan penjara (kurungan). Dengan dijerat pasal 2 Undang-Undang Darurat 

Nomor 12 tahun 1951 berbunyi sebagai berikut:
54

 

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 

                                                           
54

 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke 
Bijzondere Strafbepalingen”, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.   
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mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 

mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata 

penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), 

dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh 

tahun. 

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 

penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang 

nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, 

atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk 

kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-

nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno 

atau barang ajaib (merkwaardigheid). 

Membawa senjata tajam dalam hukum positif merupakan tindak 

pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia 

No. 12 Tahun 1951. Sedangkan bila ditinjau dari hukum pidana islam 

membawa atau mempunya senjata tajam juga merupakan suatu jinayah 

atau jarimah karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait 

dengan kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah. Jarimah ini masuk dalam jarimah ta’zir karena 

tidak diatur secara khusus dalam Al Quran maupun As Sunnah. 

Tazir artinya menolak, melarang atau mencegah. Dengan adanya 

hukuman tazir, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang, atau dapat 

dikurangi akan tetapi pemgertian tazir yang ada dalam Al Quran bukan 

merupakan suatu hukuman, melainkan berarti memuliakan Allah dan 

RasulNya dengan jalan menolak mendindingnya dari kejahatan-kejahatan 

yang dilancarkan musush kepadaNya. 

Pengertian tazir menurut syariat islam adalah member teguran 

atau pengajaran terhadap seseorang yang bersalah, tetapi kesalahannya itu 
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tidak mewajibkan had dan hukuman itu dilaksanakan atau ditentukan oleh 

waliyul amri dalam Negara. 

Abdul Qadir Audah berkata dalam bukunya tasri’janai islami 

“hukuman tazir tidak ditentukan banyaknya. Oleh sebab itu hakim boleh 

memilih hukuman yang pantas dijatuhkan”. Biasanya hukuman tazir 

memiliki dua cabang, yaitu hakim boleh menjatuhkan hukuman tazir 

dengan hukuman paling ringan atau hukuman yang paling berat.
55

 

Dalam dunia pesantren istilah tazir diartikan sebagai pelajaran 

atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang 

karena suatu sebab, misal kesiangan shalat subuh atau tidak ikut mengaji 

tanpa ada alsan yang benar. Hukuman tersebut mencegah yang 

bersangkutan mengulangi lagi perbuatannya dan membuat yang 

bersangkutan menjadi jera.
56

 Pengertian tazir secara terminologis, yang 

dikehendaki dalam konteks fiqih jinayah adalah seperti yang 

dikemukakan dibawah ini :  

ارِعِ ببِيَاَىِ هِقْدَارِهاَوَتزَْكِ تقَْدِيْزِهاَلىَِليِِّ اْلأهَْزِاوَِالْق الْوُجَاهِدِيْيَ الَتَّعْشِيْشُهىَُ الَْعُقىُْباتَُ  هِيَ الشَّ الَّتيِ لنَْ يزَُدَّ  

Artinya :“Tazir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan 

oleh syara dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim”
57

 

Sebagian ulama mengartikan tazir sebagai hukuman yang 

berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang 

                                                           
55

Ibnu mas’ud dan Zainal abidin, Fiqih madzhab Syafi’ buku 2, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 

2007 ), 580 
56

Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Teras, 2009), 140 
57

 Ibid, 25 
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tidak ditentukan dalam Al Quran dan Hadis, tazir berfungsi sebagai 

pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk 

mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah 

hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan 

hukuman had dan kafarat. 

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas meninjau tazir dari 

segi hukuman bahwa tazir merupakan hukuman yang tidak ditentukan 

oleh syara. Bagi jarimah tazir tidak diperlukan azas legalitas secara 

khusus seperti pada jarimah hudud dan qishas diyat. Artinya setiap 

jarimah tazir tidak memerlukan ketentuan khusus. Hal tersebut memang 

sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya jarimah tazir 

sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat jarimah tazir itu 

sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa dikurangi dan ditambah sesuai 

keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis jarimah 

tazir tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya, azas 

legalitas jarmah ini sangat longgar, tidak seperti jarimah yang tergolong 

dalam kelompok hudud yang azas legalitasnya sangat ketat. 

Kejahatan meskipun tidak terdapat nas} yang mengaturnya tetap 

tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu 

ketertiban umum sangat dilarang dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan 

bahwa dalam Jarimah Ta’zi>r, ulil amri memiliki kewenangan yang luas 

untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada 
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Jarimah Ta’zi>r, Al-Qur’an dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci 

dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya. Oleh karena itu 

hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku Jarimah yang tidak 

terdapat aturan dalam nas} jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, 

dari sinilah digunakan kaidah: 

عْزيِْ رُ يدَُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةْ   الَت َّ

Artinya: Hukum Ta’zi>r berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.58
 

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada Hukum 

Pidana Islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru 

yang tidak ada aturan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits sehingga bentuk 

kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum 

dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada 

kebijakan ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang-

Undang dan peraturan lainnya. 

Pihak yang lebih perlu untuk dihukum tidak hanya orang yang 

menyimpan namun juga orang yang memproduksi dan menjual senjata 

tajam, agar kejahatan semacam ini dapat diminimalisir karena bila 

dicegah dengan melarang memeproduksinya maka pasti tidak akan ada 

yang menjual dan menyimpan senjata tajam. 

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih Sad adz-Dzariah, Secara 

terminology menurut Al Qarafi, Sad adz-Dzariah adalah memotong jalan 

                                                           
58

Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49. 
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kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski 

suatu perbuatan bebas dari unsur  kerusakan, namun jika perbuatan itu 

merupakan jalan atau sarana terjadi kerusakan, maka kita harus mencegah 

perbuatan tersebut. Bila dihubungkan dengan permasalahan tindak pidana 

kepemilikan senjata tajam yaitu penegak hukum harus melarang produksi 

dan penjualan senjata tajam dengan begitu tidak akan terjadi tindak 

pidana dengan menggunakan senjata tajam. 

الْذَّريعة   شَدُّ

Artinya : Menutup peluang-peluang atau kesempatan melakukan 
tindak kejahatan59. 

Ada beberapa kaidah Ushul Fiqih dalam istinbath hukum Islam 

yang berkaitan dengan kemaslahatan, antara lain : 

زَرُيشَُالُ   الضَّ

 Artinya  : Kemudharatan harus dihilangkan60
. 

   Kaidah ini mewajibkan menghilangkan bahaya, jika bahaya itu 

telah terjadi. Dan pada dasarnya segala bentuk tindak membahayakan 

terhadap orang lain dapat tersentuh oleh hukum kaidah ini. 

   Penjatuhan pidana pada Jarimah Ta’zi>r bukan semata-mata 

sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian 

bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al 

                                                           
59

 Zen Amiruddin, Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqih, ( Jogjakarta : Teras, 2009 ), 46 
60

 Ibid, 73   
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Mawardi, bahwa “Ta’zi>r adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum 

ditentukan hukumannya oleh syara’ yang bersifat mendidik”.  Maksud 

dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada 

masa yang akan datang. 
61

 Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan 

kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. 

Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai 

penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di 

Indonesia disebut pemasyarakatan.
62

  

Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa 

Sutris als. Uthis dalam kasus kepemilikan senjata tajam pada Pengadilan 

Negeri Kediri perkara nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Kdr yang menjatuhi 

hukuman selama 4 (empat) bulan penjara (kurungan) dengan beberapa 

pertimbangan hakim. Sanksi ini sudah cukup memberi efek jera dan dapat 

menjadi acuan bila ada kasus serupa. 

Mengingat tindakan semacam ini akan terus terjadi dan menjadi 

kebiasaan apabila sepanjang aparat penegak hukum yang terkait tidak 

bertindak maksimal dalam menerapkan hukuman. Maka perlunya 

ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek 

jera kepada para pelakunya dan membuat mereka berfikir dua kali 

sebelum melakukan perbuatan seperti itu, dengan ini juga ditambah 

                                                           
61

Alie Yafie, et.al, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178. 
62

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 12. 
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dengan sanksi hukuman ta’zi>r berupa publikasi, agar kedepannya dapat 

menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang 

memiliki sifat melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri 

sendiri, orang lain dan masyarakat pada umumnya. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




